BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Digital Banking
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Layanan perbankan digital
adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana
elektronik atau digital milik Bank, melalui media digital milik calon
nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini
memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh
informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening,
transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh
informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat
keuangan (financial advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan
berbasis elektronik (e-commerce), dan kebutuhan lainnya dari nasabah
Bank.’
Layanan Digital Banking telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan
Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang menyampaikan bahwa
bahwa dengan semakin tingginya persaingan di industri jasa keuangan,
mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah

dengan lebih efektif dan efisien serta secara berkesinambungan.

" Putri Jamilah (et.al), Digital Banking, Riau, CV. DOTPLUS Publisher, 2025, hlm. 21
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POJK Nomor. 12/POJK.3/2018 Bab II tentang Layanan Perbankan
Digital dalam Pasal 10 menyampaikan bahwa Layanan Perbankan Digital
yang disediakan oleh Bank berupa: a) administrasi rekening mencakup
antara lain pembukaan rekening, pengkinian data nasabah, hingga
penutupan rekening, dengan memanfaatkan media elektronik; b) otorisasi
transaksi mencakup transaksi keuangan dan/atau transaksi non-keuangan
seperti aplikasi mobile banking yang dapat membaca data suara nasabah dan
aplikasi pendukung penggunaan QR code dan/atau Near Field
Communication (NFC) yang disediakan oleh merchant untuk pendebetan
secara otomatis sesuai dengan nominal transaksi; c) pengelolaan keuangan
meliputi perencanaan keuangan, eksekusi transaksi keuangan, dan
konsultasi keuangan yang terkait dengan layanan perbankan; d) pelayanan
produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.8

Menurut (Sharma, 2017; Ginovsky, 2017; Dias, Patnaik, Scopa, van
Bommel, 2017) manfaat utama dari digitalisasi adalah:

1. Efisiensi Bisnis. Tidak hanya platform digital meningkatkan interaksi
dengan pelanggan dan memberikan kebutuhan mereka lebih cepat,
mereka juga menyediakan metode untuk membuat fungsi internal lebih
efisien. Sementara bank telah berada di garis depan teknologi digital di
ujung konsumen selama beberapa dekade, mereka belum sepenuhnya
meran gkul semua manfaat middleware untuk mempercepat

produktivitas.

8

POJK Nomor. 12/POJK.3/2018
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2. Penghematan Biaya. Salah satu kunci bagi bank untuk memotong biaya
adalah aplikasi otomatis yang menggantikan tenaga kerja manual yang
berlebihan. Pemrosesan bank tradisional mahal, lambat dan rentan
terhadap kesalahan manusia, menurut McKinsey & Company.
Mengandalkan orang dan kertas juga membutuhkan ruang kantor, yang
menghabiskan energi dan biaya penyimpanan. Platform digital di masa
depan dapat mengurangi biaya melalui sinergi data yang lebih kualitatif
dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar.

3. Akurasi yang meningkat. Bank tradisional yang terutama mengandalkan
pemrosesan kertas dapat memiliki tingkat kesalahan hingga 40%, yang
membutuhkan pengerjaan ulang. Ditambah dengan kurangnya integrasi
TI antara cabang dan staf kantor, masalah ini mengurangi efisiensi
bisnis. Dengan menyederhanakan proses verifikasi, lebih mudah untuk
mengimplementasikan solusi TI dengan perangkat lunak bisnis, yang
mengarah ke akuntansi yang lebih akurat. Akurasi keuangan sangat
penting bagi bank untuk mematuhi peraturan pemerintah.

4. Peningkatan daya. Solusi digital membantu mengelola daftar pemasaran,
memungkinkan bank untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan
membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen yang
mengerti teknologi. Platform CRM dapat melacak riwayat pelanggan
dan menyediakan akses cepat ke email dan bentuk komunikasi online
lainnya. Ini efektif untuk menjalankan program hadiah pelanggan yang

dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan.
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5. Kelincahan yang lebih besar. Penggunaan otomatisasi dapat
mempercepat proses eksternal dan internal, yang keduanya dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan. Menyusul jatuhnya pasar keuangan
pada 2008, peningkatan penekanan diberikan pada manajemen risiko.
Alih-alih bank mempekerjakan dan melatih profesional manajemen
risiko, perangkat lunak manajemen risiko mungkin mendeteksi dan
merespons perubahan pasar lebih cepat daripada profesional
berpengalaman sekalipun.

6. Keamanan yang ditingkatkan. Semua bisnis besar atau kecil menghadapi
semakin banyak ancaman cyber yang dapat merusak reputasi.

Layanan Digital Saving adalah layanan/kegiatan perbankan yang
diluncurkan bank untuk dapat membuka rekening tabungan secara online
tanpa harus pergi ke kantor, sehingga nasabah dapat melakukan registrasi
secara mandiri melalui link dimanapun dan kapanpun. Digital saving sendiri
sudah ada sebelum terjadinya pandemic virus covid 19, akan tetapi
pengembangan layanan fitur Digital saving ini bermula dari adanya
pandemic virus covid-19 yang menuntut masyarakat mengurangi kegiatan
diluar rumah serta melakukan aktivitas dirumah dan secara online. Sehingga
dengan demikian bank menyediakan layanan online berupa digital saving
bagi calon nasabah yang hendak membuka rekening.

Adapun secara umum membuka rekening baru digital saving

mempunyai 4 langkah, yaitu :



13

1. Siapkan Dokumen, yang dilakukan nasabah adalah menyiapkan KTP,
NPWP (opsional) dan Data Diri

2. Verifikasi Diri, nasabah diperintahkan melakukan video recording untuk
memverifikasi diri.

3. Setoran Awal, setalah melengkapi data diri nasabah diperintahkan untuk
menghidupkan rekening yang baru dimilikinya dan selanjutnya
melakukan setoran awal.

4. Buat Akun Mobile banking, yang terakhir nasabah akan diarahkan untuk
melakukan pembutan akun internet banking dari bank agar nasabah

dapat merasakan fasilitas yang ada pada bank.

2.1.2 Produk Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 /
POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum Pasal 4 ayat
2, dikemukakan bahwa Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan
sederhana antara lain transfer dana, uang elektronik, layanan keuangan
digital, alat pembayaran menggunakan kartu, traveller’s cheque, cash
management, safe deposit, box, jual beli uang kertas asing, transaksi
derivatif yang bersifat sederhana atau standar (plain vanilla), agen penjualan
surat berharga negara, bancassurance model bisnis referensi, dan layanan
nasabah prima; ayat 3 dijelaskan pula bahwa Produk Bank yang berbasis
teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan
perbankan digital, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka

keuangan inklusif.
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Sesuai POJK Nomor 12/POJK/03/2018 Pasal 3 tentang contoh
saluran distribusi (delivery channel) Layanan Perbankan Elektronik antara
lain Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM),
phone banking, Short Message Services (SMS) banking, Electronic Data

Capture (EDC), Point of Sales (POS), internet banking, dan mobile banking.

2.1.3 Konsep Early Warning System dan Fraud/Risk Awareness dalam
Perbankan
A. Fraud dalam Perbankan

Pengertian fraud menurut OJK adalah tindakan penyimpangan
atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau
memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan
Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan
Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku
Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Kecurangan atau fraud didefinisikan oleh G.Jack
Bologna, Robert J.Lindquistan Joseph T.Wells (1993:3) sebagai berikut:
“Fraud is criminal deception intended to financially benefit the
deceiver”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378
mendefinisikan fraud sebagai perbuatan curang yang dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
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untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

utang maupun menghapuskan piutang. Pengertian fraud sesuai Standar

Profesional Akuntan Publik (PSAK No.70 seksi 316.2 paragraf 4) adalah

salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan

dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau

Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengklasifikasikan fraud

(kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah

“Fraud Tree” yaitu Sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang

ditimbulkan oleh kecurangan, antara lain:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)
Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji
material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor.
Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non
financial.

2. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation) Penyalahgunaan aset
digolongkan ke dalam 'kecurangan kas' dan kecurangan atas
persediaan dan asset lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya
secara curang (fraudulent disbursement).

3. Korupsi (Corruption) Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah

korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU
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Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi
menjadi :

a. Pertentangan kepentingan (conflict of interest), terjadi ketika

karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki
kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan
dampak yang kurang baik terhadap perusahaan

Suap (bribery), penawaran, pemberian, penerimaan, atau
permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi
pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis

Pemberian illegal (illegal gratuity), pemberian illegal disini
bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, tapi sebuah
permainan. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai
Pemerasan secara ekonomi (economic extortion), pada dasarnya
pemerasan secara ekonomik lawan dari suap. Penjual
menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang
memesan produk dari Perusahaan

Bentuk Kecurangan / Fraud pada Bank Bentuk Kecurangan yang

sering terjadi di lembaga perbankan:

1.

Pembobolan Bank
Pembobolan dapat dilakukan oleh pihak dari dalam ataupun dari luar

bank. Sesuai dengan fungsinya, pembobolan dapat terjadi dalam:

a. Pembobolan terhadap dana simpanan dimana dana nasabah

digerogoti oleh oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah
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b. Pembobolan kredit dimana oknum bankir secara sengaja
merekayasa kerugian bank melalui transaksi kredit
fiktif/kualitas kreditnya rendah

c. Pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank
seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang
merugikan

2. Pencucian Uang
Pencucian uang atau money laundry merupakan “proses
menyamarkan atas hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak
kejahatan sehingga kelihatan seolah-olah diperoleh dengan cara yang
legal (sesuai dengan aturan yang berlaku). Tiga mata rantai utama
dalam skema pencucian uang adalah: penempatan (placement),
pengaburan (layering), dan integrasi (integration).
B. Pengendalian Internal pada Bank
Sistem Pengendalian Internal menurut Comitte of Sponsoring
Organization (COSO) dalam Sawyer (2006: 144) adalah sebuah proses
yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan
karyawan lain, untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai
pancapaian tujuan dalam kategori berikut:
1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan

3. Ketaatan dengan hukum dan aturan yang berlaku
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Pengendalian intern yang diterapkan pada bank (Bastian dan
Suhardjono, 2006:92) adalah :
1. Pengendalian intern melalui sistem operasional perbankan maupun
sistem aplikasi komputer, antara lain dengan cara:

a. Komputer yang digunakan untuk transaksi jasa perbankan
harus didaftarkan kedalam komputer sentral.

b. Pencatatan ke dalam komputer sentral tidak hanya
mencakup komputer yang digunakan, tetapi juga petugas-
petugas yang diperkenankan menggunakan komputer
transaksi jasa perbankan.

c. Petugas diberi kewenangan menggunakan komputer untuk
jasa transaksi perbankan, masing-masing diberi menu
aplikasi jasa perbankan yang berbeda menurut jenis
pekerjaannya.

d. Petugas teller yang diberi kewenangan melakukan transaksi
pembukuan keuangan tersebut diberi kewenangan terbatas
sesuai dengan pengalaman, kemampuan dan integritasnya
kepada perusahaan.

2. Pengendalian intern melalui prosedur
a. Konsep maker, checker dan signer (MCS) Checker dan maker
dilakukan oleh petugas yang sama karena jumlah nilai

transasksi relatif kecil, sedangkan maker dan signer tidak boleh
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dirangkap oleh petugas yang sama, demi tercapainya tujuan

pengawasan.

b. Pemisahan tugas adalah pengawasan yang dilakukan untuk
menjamin proses yang benar tidak akan dikorbankan karena
adanya kepentingan pribadi.

c. Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan dengan
dua jenis pengawasan, yaitu pembuatan dua dokumen berbeda
dari sumber yang sama selanjutnya dicocokkan satu sama lain;
dan penjagaan ganda yang dilakukan dengan menunjuk dua
orang untuk melakukan pengawasan.

3. Pengendalian intern melalui  struktur organisasi, untuk
mengeliminir terjadinya fraud dalam sistem akuntansi, bank
menerapkan pembatasan terhadap pengguna (user) akuntansi
keuangan bank.

C. Fraud Early Warning System (FEWS)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank
Umum merupakan suatu upaya dalam menghadapi hal-hal yang terjadi
dan maraknya kasus fraud yang terkuak di dunia perbankan dan
sekaligus sebagai sistem peringatan dini. Pedoman penerapan strategi
anti Fraud dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan
pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan

untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan
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investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang

bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

Hal-hal yang dapat ditarik kesimpulan dari Pedoman
penerapan strategi anti Fraud yang digulirkan oleh Bank Indonesia
antara lain :

1. Strategi anti Fraud merupakan bagian dari kebijakan strategis yang
penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian Fraud.

2. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif,
Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;

b. kompleksitas kegiatan usaha;
C. potensi, jenis, dan risiko Fraud; dan
d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

3. Bank yang telah memiliki strategi anti Fraud, namun belum
memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan
menyempurnakan strategi anti Fraud yang telah dimiliki.

4. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib
menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai

berikut:
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a. Pengawasan Aktif Manajemen. Dalam hal ini Dewan
Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan
kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.

b. Struktur  Organisasi dan Pertanggungjawaban dalam
meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank
wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani
penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank.

c. Pengendalian dan Pemantauan Fraud perlu dilengkapi dengan
sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas
dan tingkat risiko terjadinya Fraud pada Bank.

5. Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem
pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

a. Pencegahan (paling kurang mencakup anti Fraud awareness,
identifikasi kerawanan, dan know your employee).

b. Deteksi (paling kurang kebijakan dan mekanisme
whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system).

C. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi (paling kurang memuat
langkah-langkah ~ dalam  rangka menggali  informasi
(investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas
Fraud dalam kegiatan usaha Bank).

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (paling kurang
memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan

mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut).



22

6. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib
menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

a. Strategi anti Fraud paling lambat 6 (enam) bulan sejak
berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

b. Laporan penerapan strategi anti Fraud, setiap semester untuk
posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

C. Setiap Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara
signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang
berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Bank mengetahui terjadinya Fraud.

d. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi
administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/PB1/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009
tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5029).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan
Peraturan Nomor 39 / POJK.03 /2019 Tentang Penerapan Strategi Anti
Fraud Bagi Bank Umum. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang
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Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (“POJK 39/2019”),
fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja
dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank,
nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau
menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh
keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Peraturan strategi anti fraud yang telah diatur dalam POJK 39/2019
tersebut hanyalah berlaku bagi bank umum, yaitu bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri.
. Strategi Anti Fraud untuk Bank Umum Berdasarkan POJK 39
Penyusunan dan penerapan strategi anti fraud paling sedikit
memuat empat pilar, yang terdiri atas: pencegahan; deteksi; investigasi,
pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
(Pasal 4 POJK 39/2019). Dalam menyusun dan menerapkan strategi
anti fraud yang efektif, bank wajib memerhatikan paling sedikit:
kondisi lingkungan intern dan ekstern; kompleksitas kegiatan usaha;
jenis, potensi, dan risiko fraud; dan kecukupan sumber daya yang

dibutuhkan (Pasal 3 ayat (3) POJK 39/2019).
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Materi Muatan Strategi Anti Fraud berdasarkan POJK 39
adalah sebagai berikut:
1. Pencegahan
Memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya
fraud, yang paling sedikit mencakup kesadaran anti fraud,
identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas yang berpotensi
merugikan bank, dan kebijakan mengenal pegawai sebagai upaya
pengendalian dari aspek sumber daya manusia
2. Deteksi
Memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan
fraud dalam kegiatan usaha bank, yang paling sedikit mencakup
kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan
(whistleblowing), pemeriksaan dadakan (surprised audit), dan
sistem pengawasan.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang patut
diduga merupakan tindakan fraud. Bank kemudian menyusun
mekanisme pelaporan atas pelaksanaan investigasi terhadap
kejadian fraud, baik kepada intern maupun OJK. Selain itu, bank
juga menyusun kebijakan pengenaan sanksi bagi pelaku fraud yang
paling sedikit memuat jenis sanksi sesuai pelanggaran yang
dilakukan, mekanisme pengenaan sanksi, dan pihak yang

berwenang mengenakan sanksi
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4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pilar yang mencakup pemantauan tindak lanjut terhadap
fraud dan pemeliharaan data kejadian fraud sebagai alat bantu
evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, bank menyusun mekanisme
tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat
sistem pengendalian intern untuk mencegah fraud terulang
kembali.

Bank wajib menyampaikan laporan penerapan strategi anti
fraud kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan
akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
setelah akhir bulan laporan. Bank juga wajib menyampaikan laporan
fraud berdampak signifikan paling lambat tiga hari kerja setelah bank
mengetahui terjadinya fraud yang berdampak signifikan. Bank yang
tidak menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud atau
menyesuaikan kembali strategi yang sudah dimiliki sesuai Lampiran [
POJK 39/2019 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis. Khusus untuk bank yang tidak menyampaikan penyesuaian
strategi anti fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
POJK 39/2019, perubahan terhadap strategi anti fraud dalam Pasal 11
POJK 39/2019, dan/atau laporan penerapan strategi anti fraud dan
laporan fraud berdampak signifikan dalam Pasal 12 POJK 39/2019

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar
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Rp1 juta per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp30 juta per jenis
dokumen atau laporan.
Meskipun bank yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2)
POJK 39/2019 telah dikenakan sanksi administratif, bank tersebut
tetap wajib menyampaikan strategi anti fraud, perubahan terhadap
strategi anti fraud, laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau
laporan fraud berdampak signifikan. Jika bank tidak memenuhi
ketentuan dan telah dikenai sanksi admnistratif, bank dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
1. Penurunan tingkat kesehatan bank;
2. Larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas
baru;
3. Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. Larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian
kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
E. Early Warning System Pada Perbankan
Pihak bank melakukan proses identifikasi risiko terhadap
nasabah yang rentan melakukan tindak pidana kejahatan maupun
terhadap calon nasabahnya dengan instrument CDD (Customer Due
Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence). CDD adalah kegiatan
berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh

PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik,
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dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau Walk In

Customer (WIC). Enhanced Due Diligence (EDD) merupakan proses

yang dilakukan setelah nasabah dinyatakan memiliki hasil penilaian

berisiko tinggi terhadap perusahaan. Dalam hal ini, Enhanced Due

Diligence dibutuhkan untuk memvalidasi risiko nasabah sebagai

landasan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan.

Menurut OJK ada beberapa situasi yang mengharuskan PJK

(Penyedia Jasa Keuangan) melakukan prosedur CDD adalah pada saat:

1.

2.

Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah

Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)

Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang
Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait
dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau

PJK (Penyedia Jasa Keuangan) meragukan kebenaran informasi
yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa,
dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

Menurut Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 (POJK

12/2017) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan,
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identifikasi calon nasabah atau nasabah dilakukan melalui permintaan

data dan informasi yang paling kurang meliputi:

1.

Identitas Diri. PJK akan mengajukan permintaan informasi
identitas pribadi calon nasabah orang perseorangan yang memuat
nama lengkap termasuk nama alias (jika ada), nomor dokumen
identitas, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan
alamat tempat tinggal lain (jika ada), tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan.
Apabila calon nasabah telah bekerja maka harus melengkapi data
berupa informasi pekerjaan, alamat kantor, dan nomor telepon
tempat bekerja. Dalam hal ini, sebagai calon nasabah Sobat akan
diminta melampirkan dokumen seperti kartu identitas diri
(KTP/SIM/Paspor), NPWP, serta melampirkan spesimen tanda
tangan.

Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Jika Ada. Apabila
ada pihak lain yang menjadi pemilik manfaat dari produk keuangan
yang Sobat ajukan, maka calon nasabah harus melampirkan data
dari pemilik manfaat tersebut. Adapun penjelasan mengenai
kategori pemilik manfaat tercantum dalam Peraturan OJK Nomor
23/POJK.01/2019.

Informasi sumber dana dan penghasilan rata-rata per tahun. Dalam

hal ini Sobat akan diminta menuliskan sumber dana dan
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penghasilan per tahun, misalnya dana berasal dari pekerjaan, usaha,
atau pemberian orang tua.
4, Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
dilakukan calon nasabah.
Proses CDD dapat dilakukan melalui pertemuan langsung
(face to face), dimana calon nasabah harus mengunjungi kantor PJK
pada awal melakukan pengajuan penggunaan produk dan layanan
keuangan dengan membawa dokumen pendukung. Selain itu saat ini
verifikasi face to face dapat digantikan dengan verifikasi melalui
sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga yang telah
mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, proses verifikasi wajib
memanfaatkan data kependudukan kependudukan yang memenuhi 2
(dua) faktor otentikasi. Adapun yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor
otentikasi” mencakup what you have yaitu dokumen identitas yang
dimiliki oleh calon nasabah dan what you are yaitu data biometrik
seperti bentuk sidik jari milik calon nasabah. Di Indonesia dokumen
identitas yang memenuhi kriteria dua faktor otentikasi adalah e-KTP
(KTP elektronik). Untuk itu nasabah akan diminta menunjukkan e-
KTP dan menautkan sidik jari pada perangkat ponsel yang digunakan

saat melakukan proses CDD.
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2.1.4 Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal Di Sektor Jasa Keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023)

Dalam rezim APU PPT Indonesia, OJK berperan sebagai Lembaga
Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan pengaturan,
pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada
di bawah kewenangannya meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor
perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Pihak Pelapor yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan
OJK meliputi Bank, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi dan Pialang
Asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Efek, Manajer
Investasi, Kustodian, Wali Amanat, Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro, dan
Lembaga Pembiayaan Ekspor. Pihak Pelapor sendiri memiliki peran penting
dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT melalui penerapan program APU
PPT yang berbasis risiko dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku Financial
Intelligence Unit (FIU). Sebagaimana diatur pada UU TPPU dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015.

Selain LPP (OJK) dan Pihak Pelapor (Bank), pada rezim APU PPT

Indonesia terdapat pihak-pihak terkait lainnya yaitu:
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1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan
sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas baik dalam
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dengan kewenangan
menerima dan menganalisis, semua informasi terkait keuangan dan
menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti

2. Aparat Penegak Hukum terdiri dari lembaga penyelidikan, lembaga
penuntutan dan eksekusi, serta lembaga peradilan. Dalam rezim APU
PPT di Indonesia, aparat penegak hukum memiliki peran dalam
pemberantasan TPPU dan TPPT.

3. Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan TPPT. Peran masyarakat adalah memberikan
data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan
usaha dengan Pihak Pelapor. Di samping itu, masyarakat juga dapat
berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak
hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya

perbuatan yang berindikasi pencucian uang.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah
pernah dilakukan dan sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan,
sehingga dapat dijadikan acuan dan perbandingan. Ada beberapa penelitian
yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian Pertama mengenai pengendalian internal dan Whistleblowing

sebagai upaya pencegahan Fraud di Perbankan yang dilakukan oleh
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Nasihah Fauzia, Aristanti Widyaningsih, dan, Meta Arief pada Tahun
2023.

Penelitian ini mengungkapkan bahwasannya pengendalian
internal dan penerapan system Whistleblowing dapat mencegah
terjadinya Fraud di Perbankan. Penelitian ini juga menghubungkan
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan
bahwa salah satu pilar mengenai pencegahan fraud terdapat langkah-
langkah untuk meminimalisir potensi terjadinya fraud, dengan cara
melaksanakan strategi anti fraud yaitu dengan deteksi salah satu upaya
dalam pelaksanaannya adalah menyediakan layanan whistleblowing,
mencakup kebijakan, mekanisme serta penanganannya. Karena dalam
pelaksanaannya sistem pelaporan pelanggaran ini tidak hanya mencakup
sebagai sarana untuk melakukan pelaporan kecurangan, namun juga
merupakan salah satu bentuk pengawasan maka Whistleblowing system
memiliki hasil positif dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan
fraud.

Pilar lainnya adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut
dengan maintenance data kejadian fraud sebagai pedoman dalam proses
evaluasi setelah itu memperkuat atau memperbaiki sistem pengendalian
intern serta menyusun mekanisme tindak lanjut untuk memperbaiki
kelemahan sehingga fraud tidak terulang kembali. Dalam hal ini

pengendalian internal berperan dalam pencegahan fraud.
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Dalam penelitian ini juga ditambahkan bahwasannya ada atau
tidaknya peluang untuk melakukan kecurangan dapat mempengaruhi
kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecurangan tersebut dapat
dicegah dengan menghapus peluang sehingga pelaku tidak memiliki
kesempatan melakukannya dan dengan memaksimalkan pengendalian
intern. Karyawan akan lebih mungkin terlibat dalam penipuan jika
pengendalian internal saat ini tidak memadai atau tidak efektif. Hal ini
menunjukkan bahwa pencegahan fraud meningkat dengan pengendalian
internal.

Penelitian kedua mengenai penerapan strategi anti Fraud dalam
meminimalkan Occupational Fraud yang dilakukan oleh Maitsa Zharfa
Hana pada Tahun 2023

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga jasa keuangan BPR.
Berdasarkan penelitian ini dijelaskan bahwa Tren permasalahan
kecurangan yang menyebabkan penurunan jumlah BPR menginisiasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan buku yang diterbitkan
pada tahun 2022 dan berisikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) dalam rangka implementasi strategi anti kecurangan khusus bagi
BPR.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerapan
strategi anti kecurangan yang diimplementasi termasuk upaya

pencegahan, pendeteksian, pengungkapan, dan tindak lanjut dalam
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meminimalkan occupational fraud dengan menggunakan pendekatan
kualitatif.

Berdasarkan dengan hasil penelitian diketahui bahwasannya
Mekanisme penerapan strategi anti kecurangan pada objek penelitian
telah sesuai dengan Buku Panduan Strategi Anti Kecurangan bagi BPR
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berisikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sehinga bersifat wajib untuk diikuti oleh
semua BPR. Dari hasil penelitian, PT BPR Danagung Bakti telah
berupaya meminimalkan occupational fraud dengan menerapkan empat
pilar penerapan strategi anti kecurangan, yakni pilar pencegahan,
deteksi, pengungkapan, serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Kekurangan dalam melaksanakan mekanisme penerapan strategi
anti kecurangan yang dihadapi oleh PT BPR Danagung Bakti dalam
meminimalkan occupational fraud, yakni masih kurangnya pemahaman
pentingnya mengikuti pelatihan, kurangnya SDM pada unit SKAI, dan
kurangnya kesadaran untuk melapor. Selain itu, terdapat pula kendala
yang dihadapi oleh PT BPR Danagung Bakti, meliputi keterbatasan
karyawan, proses audit yang lambat, hingga karyawan yang sungkan
melaporkan temannya sendiri.

Untuk mengatasi kendala dalam meminimalkan occupational
fraud, maka penulis memberikan beberapa saran dan perbaikan yang
dapat dilakukan oleh PT BPR Danagung Bakti, yakni melakukan

peningkatan pemaparan materi melalui metode penyampaian pelatihan
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yang interaktif dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang
aktif mengikuti pelatihan untuk menumbuhkan motivasi. Selain itu,
meningkatkan efisiensi selama proses audit dengan menggunakan
teknologi dan melakukan pelatihan kepada auditor. Saran dan perbaikan
yang terakhir adalah peningkatan sosialisasi kebijakan whistleblowing
dan pemberian reward sehingga karyawan merasa aman untuk
melaporkan pelanggaran dan yakin bahwa laporannya akan
ditindaklanjuti dengan serius.
Penelitian ketiga mengenai kebijakan dan implementasi strategi anti
fraud yang dilakukan di PT Bank UOB Indonesia yang dilakukan oleh
Fransiska Tarasita Asmara pada Tahun 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan
implementasi strategi anti fraud pada PT Bank UOB Indonesia. Objek
dari penelitian ini adalah Divisi Integrated Fraud Management.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif studi kasus
dan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta
(participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan
dokumentasi. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode
purposive sampling, dimana narasumber dipilih dengan pertimbangan
dan tujuan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan

implementasi strategi Anti Fraud sudah dilaksanakan sesuai dengan
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Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011
tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, namun masih
terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kendala dalam
implementasinya yaitu kurangnya kesadaran pegawai untuk melaporkan
semua indikasi kecurangan, rotasi pegawai yang sangat minim,
seringnya informasi akan adanya surprise audit tidak dapat dirahasiakan,
serta pola rekruitmen yang diterapkan oleh PT Bank UOB Indonesia
tidak menyertakan materi tentang kesadaran fraud. Peningkatan yang
dapat dilakukan PT Bank UOB Indonesia yaitu diterapkannya sistem
reward berupa promosi atas partisipasinya telah berkomitmen sungguh —
sungguh dalam menjaga budaya anti fraud, manajemen dapat meninjau
kembali mengenai kebijakan rotasi pegawai, tim auditor baik internal
maupun eksternal yang ditugaskan pada kantor cabang/capem dapat
mempersiapkan akomodasi secara terpusat, serta pola rekruitmen
pegawai baru menyertakan materi tentang kesadaran fraud.
Penelitian keempat mengenai Penerapan Gcg, Kesadaran Anti Fraud,
dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)
yang dilakukan oleh Harry Budiantoro, Nanda Dwi Aprillivia, dan
Kanaya Lapae pada Tahun 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate
Governance (GCG), Kesadaran Anti-fraud dan Integritas Karyawan
terhadap pencegahan fraud. Data yang digunakan adalah data primer

berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian
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ini, responden bertanggung jawab atas customer support dan financial
services atau melakukan kontak langsung dengan klien dan di bidang
informasi nasabah dan situasi keuangan secara langsung di Bank BTN.

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta hipotesis yang telah
dilakukan dan telah diuji, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: 1).
Penerapan GCG berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan
kecurangan (fraud). Hal ini menunjukkan semakin meningkat penerapan
GCQG yang ada di perusahaan maka semakin meningkat pula pencegahan
kecurangan (fraud) yang dihasilkan. 2). Kesadaran anti - fraud
berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud).
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi upaya agar meningkatkan
kesadaran anti - fraud yang dilakukan dalam kegiatan operasional maka
pencegahan kecrangan (fraud) yang dihasilkan akan semkain baik. 3).
Integritas karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pencegahan kecurangan (fraud). Hal tersebut dikarenakan bahwa untuk
keberhasilan melakukan pencegahan kecurangan (fraud) yang baik
dibutuhkan pula factor lain selain dari integritas karyawan. Hal ini
dikarenakan integritas karyawan bukanlah factor terbesar dalam
mendukung keberhasilan program dalam melakukan pencegahan
kecurangan (fraud).

Penelitian ini memberikan saran ntuk peneliti selanjutnya, yaitu
dapat menambah variabel di luar variabel yang ada dalam penelitian ini

yang terkait dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pencegahan
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kecurangan (fraud), pengendalian internal, pemahaman tentang
peraturan, aktivitas karyawan, efektifitas dan sebagainya karena
dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini
berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk
mengetahui lebih jauh lagi perkembangan dimasa yang akan datang.
Bagi manajemen perusahaan diharapkan selalu melakukan evaluasi hasil
program untuk menerapkan pencegahan kecurangan (fraud), dan
evaluasi mengenai program Good Corporate Governance (GCG) secara
maksimal guna hasil yang lebih baik.

Penelitian kelima mengenai analisis hukum tantangan bank digital
dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan
perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan oleh Erika Yolanda,
Pan Lindawaty Suherman Sewu, dan Christian Andersen pada Tahun
2024.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Bank di Indonesia
merupakan komponen penting dalam perekonomian di Indonesia karena
berfungsi sebagai jembatan masyarakat untuk melakukan transaksi
seperti pembayaran, menyimpan uang, dan kunci dalam melakukan
bisnis maupun ekonomi. Selain bank konvesional kini lahir juga bank
digital yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh

Bank Umum. Layanan bank digital ini menawarkan layanan yang cepat
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dan mudah, akan tetapi dengan lahirnya bank digital muncul juga
berbagai tantangan dan risiko baru yang akan di hadapi terutama dalam
masalah perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan kebocoran data
nasabah.

Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia telah mengubah
perilaku masyarakat dalam transaksi keuangan yang semakin beralih ke
platform digital terutama sejak pandemic COVID-19 pada tahun 2020
yang memaksa masyarakat mengurangi transaksi fiksi. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji
norma, prinsip dan peraturan hukum yang sudah ada.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber-sumber hukum
seperti undang-undang, buku, jurnal, berita dan literatur hukum lainnya
menjadi objek utama dalam kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian,
pengaturan hukum yang terkait dengan data dan privasi nasabah bank
digital di Indonesia perlu diperkuat karena masih bersifat parsial.
Pengaturan hukum harus bersifat komprehensif dan mencakup aspek-
aspek yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan,
dan keamanan data pribadi nasabah. Untuk memperkuat pengaturan
hukum tersebut, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-
undangan yang terkait. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat dan bank digital terkait pentingnya

perlindungan data dan privasi.
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2.3 Pendekatan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka
terdapat masalah yang harus dikaji. Untuk mendukung dan memecahkan
masalah pada objek penelitian, maka akan diuraikan pendekatan
pendekatan yang berhubungan dengan pembahasan masalah
A. Pendekatan Fraud dalam Perbankan
1. Pengertian Fraud
Kecurangan (fraud): pemalsuan, penipuan, atau pemberian
gambaran, atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan
memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian materiil
bagi pihak lain. Contohnya, dari bentuk kecurangan dalam
perkreditan, yaitu mark up (penggelembungan jumlahkebutuhan
invetasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar
dari semestinya).
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP Perihal
Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum menjelaskan
pengertian fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan
penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk
mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak
lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana
bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain

menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh
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keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Faktor-Faktor Fraud

Teori fraud triangle merupakan suatu gagasan yang meniliti

tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama

kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) di perkenalkan
dalam literature professional pada SAS No. 99, yang dinamakan
fraud triangle atau segitiga kecurangan.

Fraud triangle menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam situasi

fraud, yaitu :

a. Pressure (tekanan) yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan
untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mecakup hamper
semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lain-
lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS
No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang mum terjadi pada
pressure yang umum terjadi pada pressure yang dapat
mengakibatkan kecurangan. Yaitu financial stability, external
pressure, personal financial need, dan financial targets.

b. Opportunity (kesempatan) yaitu situasi yang membuka
kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi.
Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan
yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan

wewenang. Diantara elemen fraud diamond yang lain,
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opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan
diminimalisir melalui penerapan proses,prosedur dan upaya
deteksi dini fraud.

c. Retionalization (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter,
atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-
pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau
orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup
menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan
fraud. Rasionalisasi atau sikap (attitude) yang paling banyak
digunakan adalam meminjam (borrowing) asset yang dicuri
dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-
orang yang dicintaiya.

B. Pendekatan Digital Perbankan

Industri jasa keuangan di Indonesia merupakan salah satu
industri yang memegang peranan penting dalam kegiatan
perekonomian. Banyaknya variasi pelaku industri jasa keuangan
menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi, khususnya untuk
memperoleh nasabah. Pada sisi lain, perkembangan zaman juga
menunjukkan perubahan baik dari sisi perkembangan Teknologi
Informasi maupun perubahan pola perilaku masyarakat dalam
menggunakan layanan yang disediakan oleh.

Pada sisi lain, pelayanan terhadap nasabah Bank di Indonesia

masih berorientasi pada produk (product-centric). Dalam menjawab
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tantangan persaingan yang semakin ketat, Bank perlu menyelaraskan
strategi penyediaan layanan jasa keuangan yang berorientasi pada
nasabah secara personal (customer-centric).

Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam
peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan
Bank dalam suatu era baru yaitu era perbankan digital. Layanan
kepada nasabah secara personal pada era perbankan digital dapat
diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dengan Bank
dimulai sampai dengan berakhir. Proses pembukaan rekening
simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening
simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi.

Inovasi pelayanan, kerja sama dengan mitra Bank, dan
otomatisasi proses menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
Bank, terutama dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dari
setiap strategi yang akan dirumuskan pada masa depan. Layanan
Perbankan Digital (Digital Banking) diharapkan dapat memberikan
kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan
layanan yang sudah ada. Pada sisi lain Layanan Perbankan Digital
meningkatkan risiko yang akan dihadapi Bank, terutama terkait

dengan risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi.
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C. Pendekatan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah
lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa
keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri
perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan
pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010.1 Sebagai suatu
lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka
perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas
kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa
keuangan.2 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
menyebutkan3 bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan
tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui
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adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan
nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan,
pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan
tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dengan
demikian, dapat diartikan bahwa OJK yaitu sebuah lembaga
pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan yaitu
seperti industri perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dana
pensiun dan perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya peraturan
perundang-undangan tentang OJK hanya mengatur tentang
pengorganisasian dan tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan dari
lembaga yang memiliki kekuasan tentang pengaturan dan
pengawasan yang lebih terintegrasi
Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK, adalah lembaga
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tersebut.
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Adapun fungsi dan tugas OJK, yaitu :

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan

sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa

keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan

pengaturan dan pengawasan terhadap:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor
perbankan;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar
modal;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor
perasuransian;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana
pensiun;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor
pegadaian;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga
pembiayaan;

Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga

jasa keuangan lainnya,;
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b. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut:

1) Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga

jasa keuangan bank yang meliputi:

a)

b)

d)

Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor
bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,
kepenggurusan dan sumber daya manusia, merger
dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas
dibidang jasa;

Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset,
rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum
pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap
simpanan dan pencadangan bank;

Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja
bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan
standar akuntansi bank;

Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip
mengenal nasabah dan anti pencucian uang,
pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta

pemeriksaan bank;
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2) Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)

a)

b)

Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan
langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang
dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI.
Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin,
menindak dan membubarkan bank tersebut.

Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan
dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan
yang dilakukannya diawasi langsung oleh
Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan

non-bank) meliputi :

a)

b)

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan;

Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang
dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap
lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
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f)

9)

h)
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dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa
keuangan;

Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa
keuangan dan atau pihak tertentu;

Melakukan penunjukan pengelola statuter;
Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak
yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundangundangan di sektor jasa keuangan;
Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin
orang  perseorangan,  efektifnya  pernyataan
pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan
melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan

atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.



